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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai aset dengan nilai strategis yang sangat vital bagi masyarakat, tanah 

tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan pusat aktivitas komersial, tetapi 

juga menjadi instrumen investasi yang nilainya memiliki tren kenaikan seiring 

berjalannya waktu. Guna memberikan jaminan kepastian hukum terkait penguasaan 

lahan tersebut, regulasi mengenai bermacam-macam status hak atas tanah telah 

ditetapkan oleh negara dengan bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA). Hak Milik merupakan salah satu bentuk penguasaan yang disahkan dalam 

regulasi ini, yang secara legal memberikan otoritas tertinggi, terkuat, dan paling 

komprehensif bagi pemiliknya.  

Untuk merealisasikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para 

pemegang hak, instrumen pendaftaran tanah diwajibkan oleh pemerintah bagi 

seluruh bidang lahan tanpa terkecuali. Output dari tahapan pendaftaran ini berupa 

sertifikat, yang secara yuridis diakui sebagai alat bukti kepemilikan dengan 

kekuatan pembuktian paling otentik dan solid di mata hukum. Keberadaan 

dokumen ini memegang peran krusial sebagai fondasi utama dalam memvalidasi 

status kepemilikan, sekaligus meminimalisasi risiko sengketa maupun klaim 

sepihak dari pihak luar di masa mendatang. Sebagaimana dijabarkan oleh  Santoso, 

(2019) mengingat krusialnya fungsi sertifikat sebagai instrumen pembuktian, setiap 

fase penerbitannya wajib dieksekusi dengan tingkat ketelitian tinggi serta tunduk 

sepenuhnya pada regulasi yang berlaku.  

Berbagai studi menegaskan krusialnya posisi Sertifikat Hak Milik (SHM) 

sebagai alat bukti penguasaan tanah dengan kekuatan hukum tertinggi. Dokumen 

yang sah ini sangat esensial untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah 

risiko hilangnya hak atas tanah apabila timbul konflik kepemilikan di kemudian 

hari. (Hulu, 2021). Meskipun telah diatur melalui berbagai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik pada praktiknya 

belum selalu berlangsung sebagaimana mestinya. Berbagai kendala masih sering 

dijumpai, mulai dari ketidaksesuaian dokumen persyaratan, keterlambatan
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penyelesaian administrasi di Kantor Pertanahan, hingga rendahnya pemahaman 

konsumen terhadap prosedur dan persyaratan penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, 

kelengkapan serta keakuratan data konsumen, disertai verifikasi terhadap data fisik 

dan data yuridis objek tanah, menjadi faktor yang sangat menentukan dalam 

menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari terjadinya hambatan 

administratif maupun sengketa di kemudian hari (Fitriani, 2021). 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti, PT 

Asjaya Mukti Graha memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya 

kepastian hukum atas kepemilikan rumah maupun tanah yang dibeli oleh setiap 

konsumen melalui proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Proses 

penerbitan sertifikat tersebut mencakup berbagai tahapan, antara lain pengumpulan 

dan verifikasi dokumen konsumen, pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan, 

proses peralihan hak (balik nama), hingga penyerahan sertifikat kepada konsumen 

sebagai pemegang hak. Karena melibatkan berbagai pihak serta prosedur 

administrasi yang berlapis, setiap tahapan harus dilaksanakan secara tertib dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar proses penerbitan SHM dapat 

berjalan secara efektif, tepat waktu, dan memberikan kepastian hukum kepada 

konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai bagaimana prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterapkan 

oleh PT Asjaya Mukti Graha bagi para konsumennya, mulai dari tahap persiapan 

dokumen hingga sertifikat diterima oleh konsumen, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai praktik administrasi pertanahan di 

lapangan serta kendala-kendala yang mungkin timbul selama proses tersebut 

berlangsung. Atas dasar itulah, penulis mengangkat judul "Prosedur Penerbitan 

Sertifikat Hak Milik PT Asjaya Mukti Graha" sebagai topik Tugas Akhir ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik bagi konsumen PT 

Asjaya Mukti Graha?  
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b. Apa saja kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam 

prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik di PT Asjaya Mukti Graha?  

c. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh PT Asjaya Mukti Graha 

dalam menyelesaikan penerbitan Sertifikat Hak Milik konsumen  

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik bagi 

konsumen PT Asjaya Mukti Graha. 

b. Untuk menjelaskan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang harus 

dipenuhi oleh konsumen dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik di 

PT Asjaya Mukti Graha. 

c. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Asjaya Mukti 

Graha dalam menyelesaikan penerbitan Sertifikat Hak Milik konsumen  

1.4 Tujuan Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi 

bagi PT Asjaya Mukti Graha terkait prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) bagi konsumen yang sedang berjalan, sehingga perusahaan dapat 

mengidentifikasi kekuatan maupun kendala yang ada dalam proses tersebut, serta 

dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas 

pelayanan kepada konsumen di masa mendatang. 

b. Bagi Penulis 

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pemahaman penulis secara langsung mengenai praktik nyata 

prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik di dunia kerja, khususnya pada perusahaan 

pengembang properti, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan 

membandingkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan 

kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.. 
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c. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan 

dokumentasi akademik bagi Universitas Nasional, khususnya Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, dalam rangka memperkaya bahan kajian terkait praktik administrasi 

pertanahan, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa lain yang akan 

menyusun Tugas Akhir dengan topik sejenis di masa yang akan datang. 

d. Ilmu pengetahuan 

 Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum agraria dan 

administrasi pertanahan, dengan memberikan gambaran nyata mengenai penerapan 

prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik pada perusahaan properti, sehingga dapat 

menjadi salah satu sumber literatur tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang membahas topik terkait. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat, relevan, serta 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan tiga metode 

pengumpulan data, data berada pada halaman 77. Tiga metode pengumpulan data 

adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara 

 Untuk menggali informasi spesifik terkait topik kajian, penulis menerapkan 

metode wawancara melalui dialog interaktif dengan narasumber. Mengacu pada 

pandangan Esterberg (dikutip dalam Sugiyono, 2013), metode ini memfasilitasi 

pertukaran ide dan data antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga peneliti mampu 

mengkonstruksi pemahaman yang utuh mengenai isu yang diangkat. Pendekatan 

ini sangat efektif untuk mengekstraksi data primer secara mendalam dari pihak yang 

berkompeten, khususnya untuk menjangkau detail informasi tak tertulis yang tidak 

bisa didapatkan sekadar dari penelusuran dokumen resmi (Sugiyono, 2013). Dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan wawancara kepada staf dan 

karyawan PT Asjaya Mukti Graha yang menangani secara langsung proses 

penerbitan Sertifikat Hak Milik konsumen, termasuk bagian legal dan bagian 

pertanahan, guna memperoleh data primer yang konkret dan faktual mengenai 

prosedur, persyaratan, serta kendala dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. 
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b. Observasi 

Teknik observasi memiliki keunikan tersendiri karena tidak sekadar 

berfokus pada interaksi verbal dengan subjek, melainkan pada pemantauan 

langsung terhadap individu, objek, serta situasi aktual di lokasi kajian. Berdasarkan 

penjelasan Sugiyono (2013), pengamatan langsung ini memungkinkan peneliti 

untuk menangkap makna esensial dari setiap fenomena perilaku yang terjadi. Lebih 

lanjut, Nasution (dalam Sugiyono (2013) menegaskan bahwa instrumen ini sangat 

krusial untuk memetakan data ke dalam konteks dinamika sosial yang lebih luas, 

sehingga permasalahan yang diteliti dapat tergambar secara komprehensif dan 

terperinci. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan observasi langsung 

pada bagian-bagian yang menangani proses penerbitan Sertifikat Hak Milik di PT 

Asjaya Mukti Graha, termasuk bagian legal dan bagian pertanahan, guna 

memperoleh gambaran nyata mengenai alur, persyaratan, serta kendala dalam 

proses penerbitan sertifikat yang berlangsung di lapangan. 

c. Dokumentasi 

 Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni 

dengan mengumpulkan dan menelaah arsip, catatan tertulis, visual, hingga berkas 

elektronik yang beririsan dengan fokus kajian. Menurut Sukmadinata (2019), telaah 

dokumen ini berperan sebagai pilar penyokong untuk memvalidasi sekaligus 

memperkaya temuan yang didapatkan dari lapangan. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Sugiyono (2013), yang menggarisbawahi bahwa rekaman jejak 

peristiwa masa lampau—baik berupa teks, gambar, maupun karya monumental—

merupakan instrumen komplementer yang krusial. Dalam kerangka penelitian 

kualitatif, dokumentasi menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa hasil 

wawancara dan observasi memiliki dasar pembuktian yang solid. Dalam penulisan 

Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data dokumentasi berupa arsip, formulir, 

serta dokumen-dokumen terkait yang digunakan dalam proses penerbitan Sertifikat 

Hak Milik di PT Asjaya Mukti Graha, guna mendukung dan memperkuat data yang 

telah diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) konsumen 

pada PT Asjaya Mukti Graha, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik bagi konsumen PT Asjaya 

Mukti Graha dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang 

melibatkan empat pihak, yaitu developer, Notaris/PPAT, konsumen 

selaku pembeli, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Prosedur 

tersebut diawali dengan penyiapan dokumen oleh developer, verifikasi 

sertifikat dan kelengkapan dokumen oleh PPAT, pembuatan Akta Jual 

Beli (AJB), pemeriksaan yuridis, pembayaran kewajiban perpajakan 

berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), pemecahan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 

induk, hingga penelitian yuridis dan pengukuran data fisik oleh BPN 

yang bermuara pada penerbitan SHM individual atas nama konsumen. 

Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan dan saling bergantung 

satu sama lain, sehingga kelancaran satu tahap turut menentukan 

kelancaran tahap berikutnya. 

b. Kelengkapan dokumen merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi 

baik oleh developer maupun konsumen dalam proses penerbitan SHM. 

Pada pihak developer, dokumen yang wajib disiapkan meliputi fotokopi 

akta pendirian perusahaan, KTP Direksi, NPWP perusahaan, surat 

keterangan tidak dalam sengketa, serta bukti pelunasan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Sementara itu, kelengkapan dokumen dari pihak 

konsumen turut menjadi penentu kelancaran proses balik nama dan 

pendaftaran hak ke BPN, sebagaimana pemenuhan bukti setor BPHTB 

dan bukti lunas PBB tahun berjalan. Ketidaklengkapan salah satu 

dokumen tersebut terbukti dapat menghambat jalannya prosedur secara 

keseluruhan. 
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c. Dalam pelaksanaannya, penerbitan Sertifikat Hak Milik konsumen 

pada PT Asjaya Mukti Graha tidak terlepas dari berbagai kendala, yaitu 

adanya perbedaan luas bidang tanah pada saat pemecahan sertifikat, 

tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan oleh konsumen akibat kurangnya 

pengetahuan mengenai kewajiban tersebut, serta terhambatnya proses 

penerbitan sertifikat di BPN akibat minimnya informasi mengenai 

kekurangan dokumen. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, PT 

Asjaya Mukti Graha melakukan sejumlah upaya, antara lain 

pengukuran ulang bidang tanah yang disesuaikan dengan data pada 

sertifikat, pemberian pengingat kepada konsumen terkait kewajiban 

PBB, serta komunikasi aktif dengan pihak BPN untuk memantau 

perkembangan proses secara berkala. 

 Dapat ditarik konklusi bahwa kepatuhan terhadap regulasi telah diterapkan 

oleh PT Asjaya Mukti Graha dalam proses pengurusan SHM konsumennya. 

Namun, guna merespons dinamika hambatan administratif dan teknis yang masih 

bermunculan, pengembang dituntut untuk terus melakukan upaya penyelesaian 

yang lebih responsif dan konsisten. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan 

penerbitan Sertifikat Hak Milik konsumen pada PT Asjaya Mukti Graha, serta 

mempertimbangkan bahwa solusi yang telah dijalankan perusahaan saat ini masih 

bersifat reaktif atau menangani masalah setelah terjadi, penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai upaya perbaikan yang belum diterapkan, agar proses 

penerbitan SHM konsumen dapat berjalan lebih efektif dan preventif di masa 

mendatang. 

a. Terkait Kendala Perbedaan Luas Bidang Tanah.  

 PT Asjaya Mukti Graha disarankan untuk melakukan verifikasi dan 

pengukuran ulang bidang tanah secara preventif sejak tahap awal, yaitu 

sebelum proses pemecahan sertifikat diajukan ke BPN, bukan setelah 

perbedaan luas tersebut ditemukan di tengah proses. Perusahaan juga 

disarankan untuk membangun basis data digital yang memuat hasil 
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pengukuran site plan secara akurat dan terintegrasi dengan data yang 

tercatat pada sertifikat HGB induk, sehingga potensi selisih luas dapat 

terdeteksi lebih awal dan tidak menghambat jadwal pemecahan sertifikat 

secara keseluruhan. 

b. Terkait Kendala Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh 

Konsumen. 

 Selain mengirimkan pesan pengingat yang sifatnya reaktif, PT 

Asjaya Mukti Graha disarankan untuk menyelenggarakan sosialisasi 

kewajiban pembayaran PBB secara rutin kepada konsumen sejak awal serah 

terima unit rumah, misalnya melalui buku panduan pemilik rumah atau sesi 

edukasi singkat pada saat akad kredit. Perusahaan juga dapat menjajaki 

kerja sama dengan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan untuk 

menyediakan fasilitas pembayaran PBB secara autodebet atau terjadwal, 

sehingga tunggakan pajak yang berpotensi menghambat proses balik nama 

sertifikat dapat diminimalkan sejak dini. 

c. Terkait Kendala Terhambatnya Proses Penerbitan Sertifikat di BPN. 

 PT Asjaya Mukti Graha disarankan untuk tidak hanya bersikap aktif 

menanyakan perkembangan proses secara berkala, tetapi juga menerapkan 

sistem pemantauan (monitoring) status berkas secara berkala dan 

terdokumentasi, misalnya melalui lembar kontrol atau aplikasi pelacakan 

sederhana yang mencatat tanggal pengajuan, tahapan proses, serta pihak 

BPN yang menangani setiap berkas. Perusahaan juga disarankan untuk 

menjalin komunikasi kelembagaan yang lebih formal dengan Kantor 

Pertanahan setempat, misalnya melalui penunjukan petugas penghubung 

(liaison officer) khusus, agar informasi mengenai kekurangan dokumen 

maupun kendala administratif dapat diketahui lebih cepat tanpa harus 

menunggu inisiatif dari pihak BPN.  

 Secara umum, penulis juga menyarankan agar PT Asjaya Mukti Graha 

menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang baku mengenai 

keseluruhan alur penerbitan SHM konsumen, lengkap dengan daftar periksa 

(checklist) kelengkapan dokumen di setiap tahapan. Keberadaan SOP tersebut 

diharapkan dapat menjadi acuan baku bagi seluruh staf terkait, sehingga proses 



 

 

64 

penerbitan SHM konsumen dapat berjalan lebih konsisten, terstandardisasi, dan 

tidak lagi bergantung pada penanganan kasus per kasus sebagaimana yang terjadi 

selama ini. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Izin Pengambilan Data 
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Lampiran 2 Lembar/Checklist Observasi 

 

Observer : Ananda Syifa Chairuna 

Tempat Observasi : PT Asjaya Mukti Graha 

Departemen : Data Admin 

Objek Observasi : Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Konsumen 

pada PT Asjaya Mukti Graha 

Waktu Observasi : Januari – Juni 2026 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

1 

Kegiatan persiapan 

kelengkapan dokumen oleh 

konsumen dan developer 

 

  

2 
Pihak yang terlibat dalam 

proses penerbitan SHM 
 

  

3 
Koordinasi antara developer 

dengan Notaris/PPAT 
 

  

4 

Verifikasi keabsahan 

sertifikat dan kelengkapan 

dokumen 

 

  

5 
Dokumen pendukung yang 

dipersyaratkan 
 

  

6 
Proses pembuatan Akta Jual 

Beli (AJB) 
 

  

7 

Kehadiran pihak penjual dan 

pembeli saat 

penandatanganan AJB 

 

  

8 
Identifikasi status sengketa 

objek transaksi 
 

  

9 
Pembayaran kewajiban PPh 

oleh penjual 
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10 
Pembayaran kewajiban 

BPHTB oleh pembeli 
 

  

11 
Pengajuan pemecahan HGB 

Induk ke BPN 
 

  

12 
Serah terima berkas dari 

Notaris/PPAT ke BPN 
 

  

13 

Penelitian yuridis dan 

pengukuran data fisik oleh 

BPN 

 

  

14 
Kesesuaian antara data fisik 

dan data yuridis 
 

  

15 
Prosedur yang digunakan 

dalam penerbitan SHM 
 

  

16 

Penggunaan sistem atau 

media pendukung 

administrasi pertanahan 

 

  

17 

Pengelolaan dan 

pendokumentasian dokumen 

hasil penerbitan SHM 

 

  

18 Penyerahan SHM kepada 

konsumen 
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Lampiran 3 Pedoman Wawancara 

 

Narasumber/Jabatan : 1. Nur Aini (Staff Data Admin) 

2. Desti Putri (Internship Data Admin) 

Departemen : Data Admin 

Perusahaan : PT Asjaya Mukti Graha 

Tujuan : Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi secara langsung dari pihak-pihak 

terkait mengenai tahapan pelaksanaan prosedur 

penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi 

konsumen pada PT Asjaya Mukti Graha. 

Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali 

kendala atau hambatan yang dihadapi selama 

proses penerbitan SHM berlangsung, baik dari 

sisi administratif maupun koordinasi antarpihak. 

Hasil wawancara ini diharapkan dapat 

memperkuat data dan analisis penulis dalam 

menyusun pembahasan pada Tugas Akhir, 

sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam 

merumuskan simpulan dan saran terkait 

efektivitas prosedur yang berjalan. 

 

Pertanyaan wawancara:  

a. Prosedur Penerbitan SHM (Pertanyaan Inti) 

1) Bagaimana tahapan atau prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) 

bagi konsumen yang diterapkan oleh PT Asjaya Mukti Graha, mulai dari 

awal hingga sertifikat diterima konsumen? 

2) Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SHM di 

perusahaan, baik dari internal perusahaan (departemen Legal & Perizinan, 

Risk Management/Data) maupun pihak eksternal (PPAT, Notaris, Kantor 

Pertanahan)? 



 

 

74 

3) Bagaimana proses pengecekan keaslian sertifikat dan status tanah (bebas 

sengketa, tidak dijaminkan, tidak dalam sitaan) dilakukan sebelum proses 

penerbitan SHM berlanjut? 

4) Bagaimana proses verifikasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

serta validasi pajak (PPh dan BPHTB) dilakukan dalam prosedur ini? 

5) Bagaimana proses pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) 

dilaksanakan, dan siapa yang berwenang menyusunnya? 

6) Bagaimana mekanisme pendaftaran balik nama ke Kantor Pertanahan 

dilakukan setelah AJB ditandatangani, dan berapa lama batas waktu yang 

ditetapkan untuk menyerahkan berkas? 

7) Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dari proses pengajuan hingga SHM 

diterima oleh konsumen? 

b. Kelengkapan Dokumen 

8) Apa saja dokumen atau berkas yang harus dipenuhi/diserahkan oleh 

konsumen dalam proses penerbitan SHM? 

9) Bagaimana proses verifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak 

(penjual dan pembeli) dilakukan oleh perusahaan? 

10) Apakah terdapat dokumen tambahan yang diperlukan apabila objek tanah 

merupakan harta warisan atau harta bersama? 

11) Bagaimana perusahaan memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis 

pada sertifikat dengan data yang tercatat di Buku Tanah Kantor Pertanahan? 

c. Kendala dan Solusi 

12) Apa saja kendala yang paling sering dihadapi PT Asjaya Mukti Graha dalam 

proses penerbitan SHM konsumen? 

13) Apakah ketidaklengkapan dokumen dari pihak konsumen menjadi salah 

satu penyebab utama keterlambatan penerbitan SHM? Bagaimana 

penanganannya? 

14) Bagaimana perusahaan menangani kendala administratif yang muncul dari 

pihak Kantor Pertanahan, seperti keterlambatan proses balik nama? 

15) Langkah atau solusi apa yang diterapkan perusahaan untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut agar proses penerbitan SHM tetap berjalan tepat 

waktu? 
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d. Evaluasi dan Saran 

16) Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur penerbitan SHM yang berjalan saat 

ini sudah cukup efektif dan efisien? Apa yang masih perlu diperbaiki? 

17) Apa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan penerbitan SHM bagi konsumen di masa mendatang? 
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Lampiran 4 Lembar/Checklist Hasil Observasi 

Observer : Ananda Syifa Chairuna 

Tempat Observasi : PT Asjaya Mukti Graha 

Departemen : Data Admin 

Objek Observasi : Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Konsumen 

pada PT Asjaya Mukti Graha 

Waktu Observasi : Januari – Juni 2026 

 

No Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

1 

Kegiatan persiapan 

kelengkapan dokumen 

oleh konsumen dan 

developer 

 

 Konsumen dan developer 

menyiapkan dokumen 

persyaratan sebelum proses 

verifikasi dilakukan 

2 

Pihak yang terlibat 

dalam proses penerbitan 

SHM 

 

 Meliputi Developer/Penjual, 

Notaris/PPAT, 

Pembeli/Konsumen, dan 

BPN 

3 

Koordinasi antara 

developer dengan 

Notaris/PPAT 

 

 Developer menyerahkan 

dokumen kepada 

Notaris/PPAT untuk 

diverifikasi 

4 

Verifikasi keabsahan 

sertifikat dan 

kelengkapan dokumen 

 

 Dilakukan oleh 

Notaris/PPAT untuk 

memastikan dokumen 

lengkap dan sah sebelum 

lanjut ke tahap berikutnya 

5 
Dokumen pendukung 

yang dipersyaratkan 
 

 Terdiri atas dokumen 

identitas, bukti pembayaran, 

dan sertifikat tanah 

6 
Proses pembuatan Akta 

Jual Beli (AJB) 
 

 Dilaksanakan setelah 

dokumen dinyatakan 
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lengkap dan sah oleh 

Notaris/PPAT 

7 

Kehadiran pihak penjual 

dan pembeli saat 

penandatanganan AJB 

 

 Kedua belah pihak hadir 

langsung di hadapan 

Notaris/PPAT saat 

penandatanganan 

8 
Identifikasi status 

sengketa objek transaksi 
 

 Dilakukan melalui 

pemeriksaan yuridis dengan 

mencocokkan data ke BPN 

9 
Pembayaran kewajiban 

PPh oleh penjual 
 

 Sebesar 2,5% dari nilai 

transaksi, dibayarkan oleh 

pihak developer/penjual 

10 
Pembayaran kewajiban 

BPHTB oleh pembeli 
 

 Sebesar 5% dari nilai 

transaksi, dibayarkan oleh 

pihak pembeli/konsumen 

11 
Pengajuan pemecahan 

HGB Induk ke BPN 
 

 Diajukan oleh developer 

setelah kewajiban pajak 

terpenuhi 

12 
Serah terima berkas dari 

Notaris/PPAT ke BPN 
 

 Dilakukan setelah seluruh 

dokumen dan berkas 

dinyatakan lengkap 

13 

Penelitian yuridis dan 

pengukuran data fisik 

oleh BPN 

 

 Dilakukan untuk 

memastikan kesesuaian data 

yuridis dan kondisi fisik 

objek tanah 

14 
Kesesuaian antara data 

fisik dan data yuridis 
 

 Menjadi dasar penentuan 

apakah proses dapat 

dilanjutkan atau perlu 

pengukuran ulang 

15 

Prosedur yang 

digunakan dalam 

penerbitan SHM 

 

 Mengacu pada ketentuan dan 

alur kerja yang ditetapkan 

oleh BPN dan perusahaan 
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16 

Penggunaan sistem atau 

media pendukung 

administrasi pertanahan 

 

 Meliputi sistem administrasi 

internal perusahaan maupun 

sistem elektronik BPN 

17 

Pengelolaan dan 

pendokumentasian 

dokumen hasil 

penerbitan SHM 

 

 Dilakukan oleh divisi terkait 

sebagai arsip dan bukti 

penyelesaian proses 

18 Penyerahan SHM 

kepada konsumen 

 

 

 Merupakan tahap akhir 

setelah SHM diterbitkan 

oleh BPN 
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Lampiran 5 Hasil Wawancara 

 

Transkrip Wawancara 1 

 

Nama Narasumber : Nur Aini 

Jabatan Narasumber : Staff Data Admin 

Topik Wawancara : Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Konsumen 

pada PT Asjaya Mukti Graha 

Waktu Wawancara : Senin, 22 Juni 2026 

Lokasi Wawancara : Jl. Martimbang Raya No. 8M, RT.5/RW.5, Gunung, 

Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120.  

 

Penulis  : Bagaimana tahapan atau prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik 

    (SHM) bagi konsumen yang diterapkan oleh PT Asjaya Mukti  

    Graha, mulai dari awal hingga sertifikat diterima konsumen? 

Narasumber : Jadi untuk sertifikat konsumen KPR itu, tahap pertama setelah  

    konsumen akad kredit, langsung dilakukan proses balik nama  

    sertifikat karena sertifikatnya kan sudah ada. Sebelum itu, perlu  

    dilakukan pengecekan sertifikat dulu di tahap awal. Kemudian  

    Akta Jual Beli (AJB), yang sebelumnya masih berbentuk draft pada 

    saat akad kredit, sekarang dilakukan penomoran dan diajukan ke  

    pihak notaris. Setelah melakukan penomoran AJB, notaris   

    melakukan pengecekan data ke BPN melalui online apakah tanah  

    tersebut bebas dari sengketa dan sesuai datanya di BPN atau tidak. 

    Jika tidak, data yang sudah ada akan ditahan sementara dulu dan  

    jika memang tidak sesuai maka akan dilakukan pembuatan AJB  

    ulang di notaris lagi. Tetapi jika sudah sesuai lanjut aja ke proses  

    selanjutnya yaitu pembayaran PPH atau Pajak Penghasilan dari  

    developer sebesar 2,5% nih dan juga konsumen wajib bayar  

    BPHTB sebesar 5%. Setelah bayar membayar dilanjut dengan  

    pemecahan HGB induk yang diajukan ke BPN, dan itu biasanya  

    yang mengurus pihak Legal dan perizinan, pemilik Perusahaan dan 
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    orang proyek yang menyiapkan berkas dan melalui notaris  

    langsung menuju BPN, bukan admin. Setelah itu pihak BPN mulai 

    memeriksa pengukuran data fisiknya harus sesuai semua tidak  

    boleh ada yang kurang sedikit pun, kalua ada yang tidak sesuai  

    harus diukur ulang. Jika sudah sesuai baru bisa melakukan  

    penerbitan SHM selama kurang lebih proses 1-2 bulan. Lalu SHM 

    selesai dan dapat diberikan ke konsumen.  

Penulis  : Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan SHM di  

    perusahaan, baik internal (Legal & Perizinan, Risk   

    Management/Data) maupun eksternal (PPAT, Notaris, Kantor  

    Pertanahan)? 

Narasumber : Untuk penerbitan sertifikat, itu dilakukan oleh bagian legalitas di  

    kantor developer. Dari sertifikat induk dilakukan pemecahan  

    sertifikat, sehingga nanti terbit sesuai luas rumah subsidi. Setelah  

    itu, sertifikat pecahan tersebut diserahkan ke pihak notaris/PPAT  

    untuk diproses balik nama sampai menjadi SHM melalui BPN.  

    Tentunya konsumen di sini juga berperan ya dalam penerbitan  

    SHM ini, dikarenakan terdapat beberapa kewajiban yang mereka  

    harus jalankan juga.  

Penulis  : Bagaimana proses pengecekan keaslian sertifikat dan status tanah 

    (bebas sengketa, tidak dijaminkan, tidak dalam sitaan) dilakukan  

     sebelum proses penerbitan SHM berlanjut? 

Narasumber : Proses pengecekan keaslian sertifikat itu dilakukan oleh pihak  

    notaris, menggunakan sistem pengecekan sertifikat "sistem Intan". 

    Di sistem itu, sertifikat dan kelengkapan dokumen — seperti surat 

    permohonan, surat kuasa, dan surat keabsahan — diunggah semua. 

    Hasilnya nanti keluar dan tertera apakah sertifikat tersebut bebas  

    sengketa, tidak dalam sitaan, dan tidak dijaminkan. Jadi proses ini 

    memang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu notaris/PPAT. 

Penulis  : Bagaimana proses verifikasi pelunasan PBB serta validasi pajak  

    (PPh dan BPHTB) dilakukan dalam prosedur ini? 
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Narasumber : Verifikasi pelunasan pajak dimulai dari PBB. PBB harus   

    dibayarkan di awal, sebelum proses balik nama, karena syarat  

    utamanya adalah PBB harus lunas sampai tahun berjalan. Setelah  

    PBB dibayarkan, validasi pajak PPh (pajak penjual) dilakukan  

    secara paralel oleh tim data entry dan tim finance. Validasi BPHTB 

    dilakukan setelah PBB dan SSP diselesaikan, pihak konsumen  

    yang membayar datang langsung ke Kantor Bapenda membawa  

    keseluruhan dokumen. Proses validasi BPHTB memakan waktu  

    kurang lebih 7–14 hari, sedangkan PBB dan PPh/SSP prosesnya  

    lebih cepat, sekitar 1–3 hari. 

Penulis  : Bagaimana proses pembuatan dan penandatanganan AJB   

    dilaksanakan, dan siapa yang berwenang menyusunnya? 

Narasumber : Yang berwenang membuat dan menandatangani AJB sudah pasti  

    pihak PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan itu dilakukan pada 

    saat konsumen akad kredit. 

Penulis  : Bagaimana mekanisme pendaftaran balik nama ke Kantor   

    Pertanahan setelah AJB ditandatangani, dan berapa batas waktu  

    penyerahan berkas? 

Narasumber : Pendaftaran balik nama dilakukan oleh PPAT/notaris ke BPN.  

    Notaris akan  melengkapi kelengkapan dokumen balik nama  

    sekitar 1–3 hari, maksimal 5 hari.  

Penulis  : Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dari proses pengajuan  

    hingga SHM diterima konsumen? 

Narasumber : Kalau dihitung dari penerbitan sertifikat sampai SHM, prosesnya  

    maksimal sekitar 12 bulan. Tapi kalau dihitung dari proses balik  

    nama sampai SHM, kurang lebih 2–3 bulan. 

Penulis  : Apa saja dokumen atau berkas yang harus dipenuhi/diserahkan  

    oleh konsumen dalam proses penerbitan SHM? 

Narasumber : Untuk ini, dokumen yang harus diserahkan konsumen intinya bukti 

    lunas pajak PBB, identitas (KTP), NPWP, Akta Lahir, BPJS  

    Kesehatan, buku nikah bila memang sudah menikah, akta cerai jika 

    memang sudah bercerai.  
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Penulis  : Bagaimana proses verifikasi identitas dan kapasitas hukum para  

    pihak (penjual dan pembeli) dilakukan oleh perusahaan? 

Narasumber : Verifikasi identitas dan kapasitas hukum untuk proses balik nama  

    SHM diproses oleh PPAT — jadi verifikasinya melalui pihak  

    eksternal, yaitu notaris, yang punya akses ke sistem BPN untuk  

    pengecekan identitas konsumen secara sah. Cukup memasukkan  

    NIK konsumen, dan sistem akan menampilkan apakah keterangan 

    di KTP sudah sesuai atau tidak. Kalau ada perbedaan atau   

    perubahan nama yang tidak dikonfirmasi ke developer, itu bisa  

    terdeteksi — datanya jadi tidak sesuai. 

Penulis  : Apakah ada dokumen tambahan yang diperlukan apabila objek  

    tanah merupakan harta warisan atau harta bersama? 

Narasumber : Kalau objek tersebut harta warisan, konsumen harus melampirkan 

    surat keterangan waris, surat pernyataan waris, dan surat kuasa  

    waris (surat penunjukan salah satu ahli waris dari beberapa ahli  

    waris yang ada). Kalau harta bersama, harus membuat APHB (Akta 

    Pembagian Hak Bersama). 

Penulis  : Bagaimana perusahaan memastikan kesesuaian data fisik dan data 

    yuridis pada sertifikat dengan data yang tercatat di Buku Tanah  

    Kantor Pertanahan? 

Narasumber : Kesesuaian data bisa dipastikan lewat pengecekan sertifikat  

    melalui sistem yang dilakukan notaris, atau bisa juga melalui SKPT 

    (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Di situ tertera semua data  

    yang ada di BPN dan yang tercatat di sertifikat. 

Penulis  : Apa saja kendala yang paling sering dihadapi PT Asjaya Mukti  

    Graha dalam proses penerbitan SHM konsumen? 

Narasumber : Biasanya kendalanya ada di bidang tanah yang tidak sesuai. Karena 

    penerbitannya kan harus melalui pengajuan pemecahan sertifikat  

    dulu, kadang ada perbedaan bidang tanah atau selisih luas beberapa 

    meter. Itu yang harus disinkronkan dan biasanya perlu dilakukan  

    pengukuran ulang. 
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Penulis  : Apakah ketidaklengkapan dokumen dari pihak konsumen menjadi 

    salah satu penyebab utama keterlambatan penerbitan SHM?  

    Bagaimana penanganannya? 

Narasumber : Kalau dari sisi konsumen, biasanya karena PBB belum dibayarkan. 

    Itu memang jadi penghambat proses balik nama sertifikat —  

    selama PBB belum dibayar, berkasnya juga belum bisa jalan. 

Penulis  : Bagaimana perusahaan menangani kendala administratif dari pihak 

    Kantor Pertanahan, seperti keterlambatan proses balik nama? 

Narasumber : Untuk menangani kendala administratif, biasanya kami meminta  

    penjelasan langsung ke petugas BPN, apa yang kurang dari berkas 

    tersebut. Kalau memang ada kekurangan, akan diinformasikan  

    supaya bisa dilengkapi dari pihak developer. Karena kalau ada  

    berkas yang telat diproses, biasanya memang ada kekurangan dari 

    sisi BPN, jadi kami harus aktif follow up untuk menanyakan  

    kendalanya. 

Penulis  : Langkah atau solusi apa yang diterapkan perusahaan untuk  

    mengatasi kendala-kendala tersebut agar proses penerbitan SHM  

    tetap berjalan tepat waktu? 

Narasumber : Untuk memastikan prosesnya berjalan tepat waktu secara akurat,  

    sebenarnya kami tidak bisa menjamin sepenuhnya, karena  

    tergantung juga pada antrian di BPN — dan antrian di BPN itu  

    banyak, sehingga estimasi waktu antar berkas bisa berbeda-beda.  

    Yang bisa kami lakukan adalah aktif follow up dan segera   

    melengkapi kekurangan dokumen yang diminta. 

Penulis  : Menurut Kakak, apakah prosedur penerbitan SHM saat ini sudah  

    cukup efektif dan efisien? Apa yang masih perlu diperbaiki? 

Narasumber : Menurut saya sudah cukup efektif dan efisien, karena saat ini di  

    Kantor BPN Kabupaten Tangerang ada mutasi/pergantian pegawai 

    baru. Dengan pegawai-pegawai baru ini, proses berkas yang  

    dulunya lama sekarang jadi lebih cepat — ada perubahan kebijakan 

    yang membantu mempercepat proses. 
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Transkrip Wawancara 2 

 

Nama Narasumber : Desti Putri 

Jabatan Narasumber : Internship Divisi Data Admin  

Topik Wawancara : Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Konsumen 

pada PT Asjaya Mukti Graha 

Waktu Wawancara : Jumat, 26 Juni 2026 

Lokasi Wawancara : Jl. Martimbang Raya No. 8M, RT.5/RW.5, Gunung, 

Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120.  

 

Hasil Wawancara 

Penulis  : Oke, halo, selamat sore. Pertanyaan pertama, bagaimana sih  

    tahapan atau prosedur penerbitan SHM bagi konsumen yang  

    diterapkan oleh PT Asjaya Mukti Graha mulai dari awal hingga  

    sertifikat dapat diterima oleh konsumennya? 

Narasumber : Kalau saya sebagai pelaksana, pertama kan dari akad, lalu admin  

    menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk diberikan  

    kepada notaris/PPAT, terus kemudian AJB. Dari akad ke AJB, AJB 

    terbit, lalu di situ online balik nama. Saya ngertinya jelasnya kayak 

    gitu doang, memang tahapannya begitu. Habis online BN, SHM- 

    nya. 

Penulis  : Lalu selanjutnya, siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses  

    penerbitan SHM di perusahaan ini? Baik dari internal perusahaan, 

    seperti bagian legal, perizinan, risk management, atau data,  

    maupun pihak eksternal seperti notaris, PPAT, atau kantor   

    pertanahan? 

Narasumber : Yang terlibat, divisi Risk Management, notaris, BPN, PPAT. Udah. 

Penulis  : Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengecekan keaslian  

    sertifikat dan status tanah — bebas sengketa atau tidak, dijaminkan 

    atau tidak, dalam sengketa atau tidak — dilakukan sebelum proses 

    penerbitan SHM berlanjut? 
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Narasumber : Sebelum itu dilakukan pengecekan sertifikat di website INTAN.  

    Biasanya dibuat dulu suratnya — Surat Lampiran 13, Surat Kuasa, 

    Surat Permohonan — dan juga sertifikatnya, kemudian di-input di 

    website INTAN milik notaris untuk melakukan pengecekan.  

Penulis  : Selanjutnya yang keempat, bagaimana proses verifikasi pelunasan 

    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta validasi PPh dan BPHTB  

    dilakukan dalam prosedur ini? 

Narasumber : Kalau untuk PBB, sebelumnya tiap blok kan sudah ada NOP  

    (Nomor Objek Pajak). Jadi sebelum proses SHM ini, dipastikan  

    PBB tahun berjalan sudah lunas, karena itu salah satu persyaratan. 

    Biasanya data admin dicek dulu di aplikasi e-PBB Kabupaten  

    Tangerang, dimasukkan NOP-nya, lalu terlihat apakah PBB tahun 

    berjalan sudah terbayar atau belum. Kalau BPHTB, sebagai  

    pelaksana untuk mengecek sudah tervalidasi atau belum, biasanya 

    dicek langsung di web BPHTB. Kalau belum tervalidasi, biasanya 

    hanya ada kode billing, belum ada BPHTB yang tervalidasi. 

Penulis  : Baik, selanjutnya. Bagaimana proses pembuatan dan   

    penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) dilaksanakan dan siapa  

    yang berwenang menyusunnya? 

Narasumber : AJB itu yang menyusun sudah pasti notaris. Yang berwenang juga 

    notaris. Ditandatangani oleh konsumen di kantor notaris/PPAT,  

    sekaligus akad, jadi barengan. 

Penulis  : Baik, lalu selanjutnya bagaimana mekanisme pendaftaran balik  

    nama ke kantor BPN dilakukan setelah AJB ditandatangani, dan  

    berapa lama batas waktu yang diterapkan untuk menyerahkan  

    berkasnya? 

Narasumber : Kalau dari AJB ke balik nama, sebelumnya pasti lewat online balik 

    nama dulu melalui akun INTAN milik notaris dan dilakukan oleh  

    notaris. Sebenarnya prosesnya cukup lama, tapi karena di PT  

    Asjaya Mukti Graha ada jalur prioritas, untuk pastinya saya kurang 

    tau berapa lama ya.  
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Penulis  : Oh, baik. Lalu selanjutnya, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan 

    dari proses pengajuan hingga SHM diterima oleh konsumen? 

Narasumber : Dari balik nama ke SHM biasanya cukup lama, bisa sebulan, dua  

    bulan, atau paling cepat dua sampai tiga minggu. 

Penulis  : Baik. Selanjutnya, bagaimana perusahaan memastikan kesesuaian 

    data fisik dan data yuridis pada sertifikat dengan data yang tercatat 

    di buku tanah kantor pertanahan? 

Narasumber : Untuk itu saya juga kurang tahu, karena itu urusan pihak lain yang 

    lebih berwenang seperti BPN. 

Penulis  : Baik, selanjutnya, apa saja kendala yang paling sering dihadapi  

    oleh PT Asjaya Mukti Graha dalam proses penerbitan SHM  

    konsumen? 

Narasumber : Kalau di AMG, kendala paling besar untuk penerbitan SHM  

    biasanya PBB yang masih tertunggak. Selanjutnya, dokumen- 

    dokumen kelengkapan SHM yang biasanya hilang atau arsipnya  

    berantakan sehingga sulit ditemukan, jadi mau tidak mau dibuat  

    ulang dokumen-dokumen untuk peningkatan SHM tersebut. 

Penulis  : Seperti itu, baik. Apakah ketidaklengkapan dokumen dari pihak  

    konsumen menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan  

    penerbitan SHM, dan bagaimana penanganannya? 

Narasumber : Kalau untuk PT AMG sendiri, dokumen-dokumennya sudah cukup 

    terorganisir dan lengkap, tidak ada masalah.  

Penulis  : Baik, lalu selanjutnya bagaimana perusahaan menangani kendala  

    administratif yang muncul dari pihak kantor pertanahan, seperti  

    keterlambatan proses balik nama? 

Narasumber : Untuk itu, biasanya tiap berkas punya penanggungjawab dari BPN 

    sendiri, jadi biasanya kami cek dan chat untuk follow up, karena  

    biasanya sudah terlalu banyak memakan waktu, jadi mau tidak mau 

    kami follow up dan tanyakan. 

Penulis  : Baik, selanjutnya, langkah atau solusi apa yang diterapkan  

    perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut agar proses   

    penerbitan SHM tetap berjalan tepat waktu? 
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Narasumber : Untuk itu masih sama seperti tadi, pastinya harus rajin follow up  

    ke BPN, karena berkas yang masuk ke sana juga tidak mungkin  

    hanya satu-dua, jadi bisa jadi berkas kita terlewat. Jadi kami mau  

    tidak mau harus terus-menerus follow up, apalagi kalau waktunya 

    sudah terlalu lama. 

Penulis  : Baik, selanjutnya. Menurut Anda, apakah prosedur penerbitan  

    SHM yang berjalan saat ini sudah cukup efektif dan efisien? Atau 

    ada yang harus diperbaiki lagi? 

Narasumber : Untuk sekarang, menurut saya sudah cukup efektif. Kalau ada  

    berkas-berkas yang kurang pun masih bisa di-handle. Konsumen 

       sekarang pun kewajiban pajaknya juga sudah dibayarkan. Karena  

       konsumen sekarang, apalagi di AMG sendiri, sudah mengerti  

    pentingnya PBB, karena itu bagian dari prosedur. Kalau tidak  

    terbayarkan, sudah pasti SHM mereka tidak akan terbit. Jadi cukup 

    taat pajak. 

Penulis  : Baik, dan walaupun sudah lunas, rumahnya tetap tidak akan dikasih 

    SHM-nya kalau syarat lain belum lengkap ya? 

Narasumber : Iya, betul. 

Penulis  : Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa  

    memberikan penjelasan sedikit untuk proses wawancara ini. 

Narasumber : Sama-sama. 

Penulis  : Kurang lebihnya, mohon maaf ya. 
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Lampiran 6 Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

Lampiran 7 Hasil Uji Turnitin 
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 Lampiran 8 Hasil Uji Turnitin Politeknik Negeri Jakarta 

 


